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Menimbang
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d.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangon-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah



(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerinitah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menter1 Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transter ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008



Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan *  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.734.397.102.605;-
bertambah  sebesar Rp  28.834.257.095,- sehingga menjadi Rp.

1.763.231.359.700 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.734.397.102.605
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 3.959.818.222

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan  Rp.1.737.956.920.827
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.729.897.102.605



b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula

2. Bertambah /(berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah
perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto setelah
perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan

Pasal 3

Rp. 24.834.257.095
Rp.1.754.731.359.700

Rp. O
Rp. 25.274.438.873

Rp. 25.274.438.873

Rp. 4.500.000.000
Rp. 4.000.000.000
Rp. 8.500.000.000

Rp.  16.774.438.873

Rp. O

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi

Menturut Kelompok, Jenis,

Pendapatan,

Objék,

Belanja, dan Pembiayaan;

Rinician Objék,

Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Bantuan Sosial;

5 Lampiran V Rincian Dana Otonomi

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Khusus Menurut Urusan



6. Lampiran VI

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

8 Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten

Pelaksanaan

/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program

Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

dihapus

Pasal 5
Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan Kkerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Jktober 2021
'R SELATAN,

Diundangkan di Painan
pada tanggal % Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
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